
 

 

 

 

 

 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

   NOMOR 100.3.3.1/111 TAHUN 2025 

TENTANG  

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI                  

JAWA TENGAH TAHUN 2025 - 2029 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 
2029 serta agar dalam penyusunannya dapat sinergis 

dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai 

dengan tugas, fungsi, dan wewenang, maka perlu 

membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Panjang Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka persiapan 

penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi 

Jawa Tengah dibentuk keputusan Kepala Daerah tentang 

pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat 

Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 
2029; 

 

 

 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi                   

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Republik Indonesia Nomor 6867); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat  

Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi  Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat  

Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138); 



7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 

2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan 

Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 

2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 150); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 

2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12); 

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 

39); 

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 

2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 

Nomor 40); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :   

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029, dengan susunan 

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan Gubernur ini. 

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU 

sebagai berikut: 

a. mempersiapkan substansi materi Rancangan Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2025 - 2029; 

b. melakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029; 

c. melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, 

terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029; dan 

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada 

Gubernur Jawa Tengah. 



 

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam diktum KEDUA, Kepala Perangkat Daerah dapat 

membentuk Tim Penyusun dan/atau Tim Teknis Perangkat 

Daerah dengan keanggotaan sesuai kebutuhan. 

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran dan 

Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 

2025. 

 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 21 April 2025 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

ttd 

AHMAD LUTHFI 

 

 

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia; 
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah; 
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah; 
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; 
10. Anggota Tim. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR   100.3.3.1/111 TAHUN 2025 
TENTANG 
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH PROVINSI                            
JAWA TENGAH TAHUN 2025 – 2029 

 
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 - 2029 
 

NO NAMA KEDUDUKAN DALAM TIM 

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Pembina  

2. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa 
Tengah 

Pengarah 

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah 

Pengarah 

4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA 
Provinsi Jawa Tengah 

Pengarah 

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Koordinator 

6. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi 
Jawa Tengah 

Ketua 

7. Seluruh Sekretaris Perangkat Daerah 
Provinsi Jawa Tengah 

Sekretaris 

 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

ttd 
 

AHMAD LUTHFI 
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